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BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat [ Bali, Nusa
Tenggara Barat danNusa Tenggara Timur(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1655);



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);



10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012tentangPerubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan  atas
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006



14.

15.

16.

17.

18.

19.

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten TabananTahun 2010
Nomor 1,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Tabanan Nomor 1);



Menetapkan

20.

21.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabanan Nomor 13);

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2017 tentang
Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah
TahunAnggaran 2018 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan
Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 22
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018(Lembaran
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan

Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

(1)

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan

keuangan memuat :

a.
b.

C.

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Neraca;

Laporan Operasional;

Laporan Arus Kas;



f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan

keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai
berikut :
a. Pendapatan Rp. 1.862.277.203.959,96
b. Belanja Rp. 1.909.975.375.775,88

Surplus / (defisit) Rp. (47.698.171.815,92)
c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp. 65.723.851.656,86

- Pengeluaran Rp. 328.035.294,12
Surplus / (defisit) Rp. 65.395.816.362,74
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 sebagai berikut :
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp.(86.390.859.211,15)
dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan

setelah perubahan Rp. 1.948.668.063.171,11
b. Realisasi Rp. 1.862.277.203.959,96
Selisih lebih / (kurang) Rp. (86.390.859.211,15)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp(304.837.316.052,09) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran belanja setelah
perubahan Rp. 2.214.812.691.827,97
b. Realisasi Rp. 1.909.975.375.775,88

Selisih lebih / (kurang)  Rp. (304.837.316.052,09)



(3)

(4)

Selisih anggaran dengan realisasi surplus / (defisit)
sejumlah Rp.(218.446.456.840,94)dengan rincian sebagai
berikut :

a. Surplus / (defisit) setelah

perubahan Rp. (266.144.628.656,80)
b. Realisasi Rp. (47.698.171.815,92)
Selisih lebih / (kurang) Rp. (218.446.456.840,94)

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan
pembiayaan  sejumlahRp.(200.900.777.000,00)dengan
rincian sebagai berikut:
a. Anggaran penerimaan

pembiayaan setelah

perubahan Rp. 266.144.628.656,86
b. Realisasi Rp. 65.723.851.656,86
Selisih lebih / (kurang) Rp. (200.900.777.000,00)

Selisihanggarandenganrealisasipengeluaranpembiayaans
ejumlahRp(151.964.705,88)dengan rincian sebagai
berikut :

a. Anggaran pengeluaran

pembiayaan setelah Rp. 480.000.000,00
perubahan

b. Realisasi Rp. 328.035.294,12
Selisih lebih / (kurang) Rp. (151.964.705,88)

Selisih anggarandenganrealisasi pembiayaan netto
sejumlah Rp(200.748.812.294,12)dengan rincian
sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto
setelah perubahan Rp. 266.144.628.656,86
b. Realisasi Rp. 65.395.816.362,74

Selisih lebih / (kurang)  Rp. (200.748.812.294,12)



Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf

b per 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp. 2.192.984.253.069,09

b. Jumlah kewajiban Rp. 49.726.597.940,64

c. Jumlah ekuitas Rp. 2.143.257.655.128,45
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf ¢ untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember tahun 2018sebagai berikut :
a. Saldo kas awal per 1 Januari

2018 Rp. 65.324.628.656,86
b. Arus kas dari aktivitas

operasi Rp. 170.488.657.570,00
c. Arus kas dari aktivitas

investasi/investasi aset non-

keuangan Rp. (218.037.606.385,92)
d. Arus kas dari aktivitas

pendanaan/pembiayaan Rp. (78.035.294,12)
e. Arus kas dari aktivitas

transitoris /nonanggaran Rp. 0,00
f.  Saldo kas akhir per 31

Desember 2018 Rp. 17.697.644.546,82

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2018
memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif

atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri
dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
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Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran II

Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII
Lampiran XIV

Ringkasan Laporan Realisasi

Anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah dan organisasi,
Rincian Laporan Realisasi Anggaran
pemerintahan

menurut urusan

daerah, organisasi, pendapatan,

belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran
belanja daerah menurut urusan
pemerintahan  daerah, organisasi,
program dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran

belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan;
daftar rekapitulasi piutang daerah;
daftar rekapitulasi penyisihan piutang
tidak tertagih;

daftar rekapitulasi dana bergulir dan

penyisihan dana bergulir;

daftar penyertaan modal (investasi)
daerah;
daftar rekapitulasi realisasi

penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah;

daftar rekapitulasi aset tetap;

daftar rekapitulasi konstruksi dalam

pengerjaan;



o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;

p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah;

q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;

r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;

s. Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya;

t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan Badan

Usaha Milik Daerah/Perusahaan

Daerah

Pasal 8

Lampiran laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran Peraturan
Daerah ini.

b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha  milik
daerah/perusahaan daerah tercantum dalam
LampiranPeraturan Daerah ini.

c. Ikhthisar Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa.

Pasal 9
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD).

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 29 Agustus 2019

Diundangkan di Tabanan

pada tanggal 29 Agustus 2019

I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 7
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN,
PROVINSI BALI : (7,44/2019)



L.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH
TAHUNANGGARAN 2018

UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang, Bupati mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
2014kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Bahwa Laporan Keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Neraca, Laporan Arus Kas, dan
Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan
Badan Usaha Milik Daerah yang disusun dan disajikan sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.
Pasal 2

Cukup Jelas.
Pasal 3

Cukup Jelas.
Pasal 4

Cukup Jelas.
Pasal 5



Cukup Jelas.
Pasal 6

Cukup Jelas.
Pasal 7

Cukup Jelas.
Pasal 8

Cukup Jelas.
Pasal 9

Cukup Jelas.
Pasal 10

Cukup Jelas.
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